Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN ATAS 2 (DUA) PERATURAN GUBERNUR
DI BIDANG KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan saat ini serta tidak sesuai lagi dengan peraturan
di bidang keuangan daerah, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Mekanisme Penyampaian Surat Perintah Membayar Dan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan saat ini serta tidak sesuai
lagi dengan peraturan di bidang keuangan daerah, sehingga
perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Atas 2 (dua) Peraturan
Gubernur di bidang keuangan daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6532);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah
Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Nomor 73);

Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021
Tahun 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2022 Tahun 26);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor
4);

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui Toko Daring (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS 2 (DUA)
PERATURAN GUBERNUR DI BIDANG KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

a.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 115); dan

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penyampaian
Surat Perintah Membayar Dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd
HARISSON
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ttd
MOHAMMAD BARI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Birg Hukum
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